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RINGKASAN

Kesimpulan: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah salah satu paket program pembayaran
yang diusulkan oleh otoritas publik untuk membantu keluarga yang tidak mampu sehingga
orang-orang yang hidup dengan segala kekurangannya dapat ditutupi oleh kartu ini dan dapat
mengurangi masalah kebutuhan dan bekerja bantuan pemerintah perorangan. Motivasi yang
melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mendukung
dan menghambat pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera dalam upaya penguatan
daerah. Penelitian ini menggunakan strategi pemeriksaan subjektif dengan pengumpulan
informasi melalui persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Penjaminan saksi dilakukan dengan
memanfaatkan pemeriksaan bola salju. Penyelidikan informasi dilakukan melalui
pengumpulan informasi, penyajian informasi dan penarikan akhir. Dari pemeriksaan terlihat
bahwa pelaksanaan program dilengkapi dengan sosialisasi yang konsisten dan ekstrim serta
pengecekan sesekali terkait dengan penyebaran bantuan, namun erat kaitannya dengan

program dengan sosialisasi dan informasi yang tidak benar bagi kaum tertindas.

Kata Kunci: KKS, Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Kebijakan




1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu penting yang diperhatikan oleh setiap negara, khususnya
negara berkembang. Jumlah orang miskin, pengangguran, keterbelakangan, dan
kemalangan masih sangat tinggi di seluruh Indonesia. Untuk situasi ini, itu adalah
pendorong utama penurunan SDM DAN bisa dikatakan bahwa tingkat keseriusan publik
Indonesia dibatasi. Terkait dengan hal tersebut, cenderung terlihat dari kemajuan Indonesia
yang sulit untuk diciptakan, sehingga ketika kebutuhan sulit untuk bertahan hidup,
Indonesia akan tetap belum matang. Sejujurnya, ini menjadi tempat utama "tujuan perbaikan
berkelanjutan" SDGs yang disampaikan oleh negara-negara di KTT PBB pada September
2015. Dengan cara ini, negara harus fokus pada kerabatnya untuk mengalahkan kebutuhan.
Pemerintah Indonesia juga harus mencari dan mengupayakan bantuan pemerintah kepada
individu-individu untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran yang
dilakukan oleh BPS. Perekonomian di Indonesia sudah memasuki keadaan darurat sejak
Bulan Kedua Tahun 2020 H ini telah membawa perkembangan virus Corona. Keadaan yang
sedang berlangsung membuat kebutuhan keluarga berkurang, khususnya tidak memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang terkena dampak langsung dari
pandemi COVID-19. Kedua, PSBB yang dilakukan Pemerintah membuat perekonomian
tidak berjalan, semuanya dari batas yang paling ekstrim, semua bidang usaha dibatasi
aktivitasnya DAN beberapa perwakilan harus diberhentikan. Dibandingkan dengan keadaan
darurat keuangan, salah satu dampaknya adalah perkembangan moneter yang bengkok.
Pada tanggal 5 Mei 2021, BPS menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan
berkembang sebesar -0,74% pada bulan pokok tahun 2021.

Dimana dalam perekonomian di bulan utama tahun 2021 jauh lebih rendah
dibandingkan keadaan sebelum pandemi, padahal menunjukkan perbaikan jika
dibandingkan dengan keadaan di tahun 2020. Hal ini ditunjukkan ketika perekonomian
negara kita masih lesu. di bawah perkembangan dalam keadaan biasa sebelum pandemi.
Bersamaan dengan itu, laju perkembangan moneter Indonesia per kapita (standar bantuan

pemerintah normal publik) adalah 3,15% pada tahun 2020. Ini berarti bahwa ada penurunan




kritis yang harus terlihat dari tingkat bantuan pemerintah keluarga Indonesia selama tahun
2020 dibandingkan dengan konflik masa lalu. Apalagi, pada 15 Juli/2021, BPS
mengumumkan laporan informasi bahwa hingga awal Maret 2021, 10,14% atau lebih dari
27540000 orang Indonesia berada dalam keadaan tidak menguntungkan. Angka
kemiskinan pada Maret 2021 mulai September 2020 masih lebih tinggi dari kondisi sebelum
pandemi pada September 2019. Dengan asumsi Anda melihat jumlah orang miskin sejak
September 2019 (tingkat kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia) , tahun itu
jumlah orang miskin bertambah menjadi 1.120.000 orang dengan kenaikan terbesar terjadi
di wilayah metropolitan sejuta dan wilayah provinsi 120.000 orang. Dengan demikian,
jawaban pemerintah Indonesia terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia tidak dapat
dibatasi dengan memberikan bantuan KKS kepada masyarakat miskin, sesuai INPRES. RI
No. 7 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program
Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk mewujudkan keluarga yang
bermanfaat”. Kartu Keluarga Sejahtera adalah salah satu paket program pembayaran yang
diusulkan oleh otoritas publik untuk membantu keluarga yang tidak mampu sehingga
masyarakat yang hidup dengan segala kekurangannya dapat kewalahan oleh program ini
dan dapat mengurangi kemiskinan dan bekerja pada bantuan pemerintah dari rakyat. sesuai
Instruksi Menteri Dalam Negeri. 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan dan Sosialisasi Kartu
Tabungan Keluarga Sejahtera sebagai program Kartu Perlindungan Sosial dari APBN
Tahun 2014.

Kartu Yang diberikan sebagai kartu bantuan bagi keluarga tertindas, sebagai pengganti
kartu jaminan sosial. Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar
DAN Program Indonesia Sehat Membangun Keluarga Produktif Kartu keluarga sejahtera
merupakan program unggulan Pemerintah Ir. Jokowi dan JK yang mengundang isu terbaru
dalam menggarap bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin. Melalui pelaksanaan
program ini juga menghadirkan pemanfaatan inovasi saat ini untuk bekerja sama dan

merugikan daerah sehingga sistem hamburan bisa lebih baik dan lebih mahir..

Disadari bahwa ada rumah bertingkat yang pemiliknya adalah individu yang mendapatkan
bantuan PKH. Dari Kata-informasi. lembaga riset SMERU mengatakan bahwa sumber
informasi dalam PKH dan sembilan persyaratan dasar masih berbahaya karena belum di-
refresh. Hal ini membuat bantuan sosial belum. Banyaknya data yang tidak valid sehingga
ada penerima yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk PKH dan kebutuhan pokok.

Lagi pula, masyarakat miskin dikeluarkan dari dua proyek dan ditemukan pelanggaran




yang berbeda dari penyelewengan aset bantuan sosial oleh fasilitator PKH,namun masalah
ini telah dijawab oleh para ahli dan penerima yang menjadi korban diberikan bantuan yang

seharusnya. dapatkan".(Malang.Suara.Com 16 November 2021)

Menyinggung Hukum. 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Orang Miskin,
perubahan informasi yang terbaru berada di bawah kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13 Tahun 2011 Yang
pada dasarnya memerintahkan, penumpukan informasi merupakan interaksi terhuyung-
huyung yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 8 menyatakan bahwa
keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan potensi dan
sumber-sumber bantuan sosial pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan atau kota.
Sehingga Kemensos tidak melakukan koordinasi masukan informasi. Kementerian Sosial
memutuskan informasi yang penanganannya dilakukan secara lokal. Persoalannya, masih
ada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang tidak dinamis atau bahkan tidak melakukan
pengisian ulang. Oleh karena itu, mengingatkan Pemerintah Daerah/Pemkot dan jajarannya
untuk lebih dinamis dan sungguh-sungguh menyaring siklus informasi.

Bermacam-macam informasi untuk informasi yang tidak menguntungkan bersifat
dinamis. Beberapa telah pindah, meninggal, beberapa telah bekerja pada tingkat moneter
sehingga mereka tidak pantas mendapatkan bantuan sosial. Ada juga penerima manfaat dari
mereka yang berada di dekat kepala kota. Jadi harus diperiksa dan informasi bermacam-
macam sesekali. Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pangan Desa membantu dan memberikan tenaga dan waktu sebagai sekutu PKH untuk
membantu KPM agar dapat menyelesaikan pengurusan sebagai penerima PKH dan dapat
meningkatkan taraf hidup finansial. Jadi setiap KPM di Kelurahan Bunulrejo dan
Bimbingan harus memiliki pilihan untuk melakukan kemampuannya dengan baik, misalnya
KPM harus mengikuti prasyarat yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh PKH dan pasangan
harus sering berbaur atau memberi judul agar KPM dapat meningkatkan gajinya sehingga
bisa menjadi KPM Desa Bunulrejo sebagai wisudawan (saat ini belum mendapat bantuan
PKH). Dengan didukung informasi naas 2021-2022, jumlah warga kurang mampu di Desa
Bunulrejo Pada tahun sebelumnya dengan jumlah penerima BPNTD 156 penghuni, saat ini
ada 140 penerima. Informasi tersebut sesekali di-refresh oleh pihak Desa Bunulrejo sendiri

sehingga penyebaran bantuan lebih ideal.

2. Rumusan Masalah.




Dilihat dari gambaran dasar tersebut, maka dapat ditarik dengan baik dari masalah
definisi sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Program KKS dalam upaya menggarap bantuan pemerintah
daerah.
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program KKS.
3. Tujuan Penelitian

Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah untuk memahami dan membedah
bagaimana pelaksanaan Program PSC dengan tujuan akhir untuk melibatkan dacrah dengan
target eksplorasi yang menyertainya:
1. Mengetahui pelaksanaan program PSC dengan tujuan akhir untuk menggarap bantuan
pemerintah daerah setempat.
2. Mewujudkan unsur-unsur pendukung dan penghambat pelaksanaan Program PSC dengan
tujuan akhir untuk melibatkan daerah.
4. Manfaat Penelitian

Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Emosional, ujian ini bermanfaat untuk mempersiapkan, meningkatkan, dan
membina kemampuan berpikir logis, sengaja, dan teknik menyusun dalam membuat

keinginan lain untuk memajukan informasi.

2.Pada dasarnya, konsekuensi dari eksplorasi ini seharusnya dapat digunakan sebagai bahan
penilaian bagi organisasi terkait dan terutama di tempat-tempat di mana pemeriksaan ini

selesai, sehingga mereka dapat melakukan komitmennya.

3. Secara skolastik, ujian ini dapat memberikan keuntungan bagi para ahli serta menjadi
persuasif diri dan memberikan keuntungan bagi para penulis esai yang perlu mendalami

sesuai dengan mata pelajaran yang belum sepenuhnya mapan seperti saat ini.
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